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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, pelaksanaan 

dan monitoring atau evaluasi dana BOS padatingkat SMA/SMK di Provinsi 

Sumatera Barat setelah adanya peralihan kewenangan dari pemerintah 

kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian diharapkan potensi 

permasalahan dapat terlihat secara jelas untuk kemudian diberikan solusi yang 

dapat dilakukan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah SMA/SMK negeri yang berada di 

bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat 

memiliki 537 sekolah satuan pendidikan tingkat menengah yang terdiri dari 325 

SMA dan 212 SMK yang tersebar di 19 kabupaten/kota. Pada penelitian tahap 

awal ini peneliti memilih beberapa SMA/SMK negeri yang berada di Kota Padang 

dan Bukittinggi sebagai sampel. Padang dan Bukittinggi dipilih karena merupakan 

kota besar dan maju dalam hal pendidikan. Kriteria SMA/SMK yang dipilih pada 

penelitian ini didasari oleh kategori sekolah baik, sedang dan buruk pada masing-

masing daerah. Sekolah yang dimaksud untuk kota Padang: SMA 1, SMA 9, 

SMA 16 dan SMK 9. Untuk kota Bukittinggi: SMA 1, SMA 5, SMA 4 dan SMK 

1. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan kewenangan 

yang disertai dengan perubahan belanja hibah menjadi belanja langsung dana 

BOS telah mengubah bentuk pertanggungjawaban dana BOS di SMA/SMK 

negeri di Provinsi Sumatera Barat. Pihak sekolah tidak merasa keberatan karena 

perubahan ini mendorong pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang lebih baik di 

masa yang akan datang. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the accountability of BOS funds 

management in the aspects of planning, implementing, monitoring, and evaluating 

BOS funds at high school / vocational school level in West Sumatra after the 

transfer of authority from the district / city government to the provincial 

government. Thus it is expected that potential problems can be clearly seen and 

then solutions can be given. 

The population in this study is a state high school / vocational school that 

is under the authority of the government of West Sumatra. West Sumatra has 537 

secondary education units consisting of 325 high schools and 212 vocational 

schools spread across 19 districts / cities. In this initial research, the researchers 

selected several public high schools / vocational schools in Padang and 

Bukittinggi as samples. Padang and Bukittinggi were chosen because they are big 

and advanced cities in terms of education. The selection criteria for SMA / SMK 

in this study are based on the categories of good, medium and bad schools in each 

region. Schools are meant for Padang: SMA 1, SMA 9, SMA 16 and SMK 9. For 

Bukittinggi: SMA 1, SMA 5, SMA 4 and SMK 1. 

From the results of this study it can be concluded that the transfer of 

authority accompanied by changes in grant expenditure into direct expenditure of 

BOS funds has changed the form of BOS funding accountability in public high 

schools / vocational high schools in West Sumatra. The school did not object 

because this change encouraged better management of BOS funds in the future. 
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